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PENETAPAN JARINGAN RAIflAT I,.INTI,,X DEMOKRASI DAN PEMILU (JRDP)
SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMIUHAN WALU(OTA DAN WAISL WAUKCiTA

SERANG TAHUN 2OI8

SALINAN

KOnfl SI PEI\,IILIHAN UMIJM
KOTASERANG

KEPUTUSAN KOMISI PDMIUTIAN UMI.'M KOTA SERANG
Nomor : 90 I /I{K. 03. 0 I -Kpt / 36Z 3 / KP.) -Kot / N / 20 tB

TENTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

batrwe unftk melaksanakan ketentuan pasal l3l ayat (f)
Urdang-Undang Republik Indoneda Nomor I Tahun 20lS
tent.ng Fenetapan Pcratufan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 teutang psmitiharr Gubcrnur,
Bupati dan fi/nHkotg menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor l0 Tahun 2016 mcnyat4kon bahwa untuk mendukrrlrg

kelarrcaren Penyebngga-raan Pemilihen dapet melibattan
patiaipasi masyarakaU

bahwa berda$rkan pertimlrangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kcputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Relawan

Demokrasi pada Peailihan Walikota dan Wakil Wslikota Serang

Tshun 2018;

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 20O0
tentang Pembentukan Pnovinsi Banten (Irmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20O0 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indoaesia Nomor r}()l0);

Undang-Un&ng Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47 Tambahan Lembelen
Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Republi& Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO7
tentang Pembentukan Kota flerang Di Provinsi Elantcn
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9E, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesis Nomor 4748);
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4. Undang-Undang RepubUk lndonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah s€bagaimsna telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndanS Nomor 9
Tahun 2015 (L.mboran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5E, Tambahsn Irmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupa.ti dan Walikota menjadi Undang,-Undang slebagaimana
telah beberapa kali diubah tetEthir dengan Undang-Uadang
Nomor l0 Tahun 2016 (lemhran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 ?ahun 2Ol7
tentsng Pemilihan Umum (Irmbaran Negara Republik
Irdonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan lrmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6109f;

7. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor 05 tahun 2G)8
tentang Tata Kerja Komisi Femilihan Umum, Komisi Femilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Femilihan Umum Kabupaten ll<ota
sebagnimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pcmifihan Umum Nomor Ol tahun 2OlO;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2OO8

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekrctariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum lobupaten/ Kota sebagaimana tebh diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 20O8;

9. Peraturan Komisi Femilihan Umum Nomor I Tahun 2017
tentang Tahapan, Pnogram dan Jadwal Fenyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ateu walikota dan wakil wrlikota Tahur 20lE
scbagaimana rclah diubeh dengan Peratursn Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2018;

10. Pereturan Komisi Pernilihqn Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7
tentanS Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wqlikota Dan Wakil
Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol7
tentang Sosiralisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipa.si
Masyarakat dslam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupa.ti dan Wakil Bupa.ti, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor:
90018.A.13673lll/ l20l8 tentang Penetapan Jaringan Rakyat
untuk DeEoksasi dall pemils (JRDfl sebagai Irmbaga
Femantau pa.da Pemilihan walikota dan wakil wslikota serang
Tahun 2Ol8;

MEMUTUSKAN...

Memperhati kan :
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Sesuai Aslinya

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA SEITANG TENTANG
PENETAPAN JARINGAN RAIffAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU
(JRDP} SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN
WALTI(OTA DAIY WAISL WALtrKOTA SIERANG TAHUN 2018.

Menetapkan Jaringan Ralryat untuk Demokrasi dan Pcmilu URDP)
sebagai Lemhga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Serang Tahun 2018

Segala biaya yang timblrl sehubungan diterbit}annya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang
antaxa Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPu) Kota Serang Nomor : 9N / A7 -KlD l[\t l 2Ot7 , Nomor :

253/KPU.Kota.O15.43690O/N l2Ot7, tanggel 05 April 2Ot7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apbila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tnggel f3 April2OlS

K}YruA KOMISI PINMIIIHAN T'MT.'M

KOTA SERANG,

ttd

HERI WATIIDIN

UMUM KOTA SERANGKOMISI
Hukum


